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 BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Bank Syariah 

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan 

dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam 

kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif 

jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara 

bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara 

sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk 

meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian 

nasional. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan 

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk 

serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih 

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang 

kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali. 
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Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya 

penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat 

merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta 

menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya 

penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung 

kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-

transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem 

keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka 

menengah-panjang. 

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka 

pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan 

hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat 

lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata 

pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka 

diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian 

nasional akan semakin signifikan. 

B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia 

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan 

meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan 

perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 

telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di 
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Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan 

secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah 

nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri 

perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan 

syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem 

keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia 

(API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international 

best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah 

internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan 

IIFM. 

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan 

kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi 

perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan 

syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, 

seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan 

Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 

Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian 

dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang 

lebih besar pada tingkat nasional.“Cetak Biru Pengembangan Perbankan 

Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan 

syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk 

menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun 
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ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan 

melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan 

nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya 

integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. 

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan 

pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan 

kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain 

domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf 

internasional.Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan 

oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat 

universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah 

sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep 

ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap 

memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan 

perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya 

pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima 

oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan negeri. 

C. Perkembangan Bank Syariah 

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang secara penuh 

bertransaksi secara syariah dan bukan merupakan unit usaha. Bank umum 

pertama yang menggunakan sistem syariah di Indonesia yaitu PT Bank 
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Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada 1992. Perkembangan 

bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun kedepan 

belum ada pertambahan bank baru. BMI masih menjadi satu-satunya bank 

syariah. Baru pada 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya 

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank Mandiri, bank 

BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT. Bank 

Mega Syariah pada 2001. Memasuki tahun 2009 ini ada dua bank baru 

memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. 

BRI Syariah.  

Saat ini, jumlah BUS yang beroperasi menjadi 12 bank yaitu Bank  

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank  Syariah Mega Indonesia, 

BNI Syariah, BCA Syariah, BRI syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank 

Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Maybank 

Syariah Indonesia dan BPTPN Syariah. Bank umum syariah (BUS) 

menerapkan sistem independent pada sistem perbankan syariahnya. Sementara 

itu jumlah kantor bank syariah saat ini tercatat sebanyak 1920 kantor. Bank 

Syariah diperbolehkan untuk mendirikan unit pelayanan dalam satu wilayah 

kantor Bank Indonesia atau satu provinsi. Dengan ini diharapkan terjadi proses 

efisiensi dan penyederhanaan skala jaringan kantor bank syariah. Misalnya 

BPD Jabar yang telah memiliki kantor cabang di Jakarta, maka akan dapat 

mendirikan kantor cabang pembantu syariah di wilayah seluruh Jakarta yang 

melayani penyaluran pembiayaan dan tabungan. 
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D. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Objek dan populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 

yang beroperasi di Indonesia sebanyak 12 bank. Penelitian ini akan 

menganalisis pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari Mudharabah, Dpk, 

Suku Bunga Indonesia, Inflasi, Biaya Promosi pada Bank Umum Syariah 

periode Juli 2011 – Juni 2016. 

1. Perkembangan mudharabah 

  Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak 

kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha 

dibagi  di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial 

hanya ditanggung oleh pengelola dana. 

Berikut adalah grafik perkembangan mudharabah bank umum 

syariah di indonesia periode juli 2011-juni 2016  

Gambar 4.1 

Perkembangan mudharabah 
Periode juli 2011- juni 2016 

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah. 
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perkembangan mudharabah dari 

bulan juli 2011 sampai juni 2016 cenderung mengalami peningkatan dan 

penurunan, dengan tingkat peningkatan tertinggi terjadi pada bulan juli 

2015. 

2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, 

dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah 

tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah 

maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana 

masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini 

sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat 

(Heithzal Rivaid, 2007). 

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan 

hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic 

added value). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di 

mana “uang mengembangbiakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu 

dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan 

keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (primary 

economic activities) baik secara langsung maupun melalui transaksi 

perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna 

melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut. 

 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/pengertian-bank.html
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Berikut adalah grafik perkembangan Dana Pihak Ketiga dari Periode  

juli 2011-juni 2016. 

Gambar 4.2 

Perkembangan DPK 

Periode juli 2011- juni 2016 

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah. 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa perkembangan Dana Pihak Ketiga 

dari bulan juli 2011 sampai juni 2016 cenderung mengalami peningkatan 

dan penurunan yang relatif stabil, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada 

bulan april 2016. 

3. Perkembangan Suku Bunga Bank Indonesia 

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia 

setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi 

moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas 

(liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional 

kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan 

pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB 
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O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh 

perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga 

kredit perbankan.Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam 

perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate 

apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah 

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila 

inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. 

Berikut adalah perkembangan Suku Bunga Bank Indonesia dari 

Periode juli 2011-juni 2016. 

Gambar 4.3 

Perkembangan SBI 

Periode juli 2011- juni 2016 

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah. 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan Suku bunga 

indonesia dari bulan juli 2011 sampai juni 2016 cenderung menurun dan 

meningkat,dengan peningkatan tertinggi terjadi pada bulan januari 2015. 
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4. Perkembangan Biaya Promosi di Bank Umum Syariah di Indonesia 

Defenisi Biaya promosi Promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

tentu saja membutuhkan biaya. Biaya promosi dapat diartikan sebagai biaya 

atau sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

menjalankan pelaksanaan promosi.  

Menurut Philip kotler (2000:640) Biaya promosi adalah sejumlah 

biaya yang dikeluarkanuntukpromosi.  

Menurut Simamora (2002:762) Biaya promosi merupakan sejumlah 

dana yang dikucurkan perusahaan kedalam promosi untuk meningkatkan 

penjualan. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulannya, bahwa biaya 

promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan penjualan. 

Berikut adalah grafik perkembangan Biaya Promosi Bank Umum 

Syariah di Indonesia Periode juli 2011-juni 2016. 
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Gambar 4.5 

Perkembangan BiayaPromosi 

Periode Juli 2011 – Juni 2016 

 

 

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah 

 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa perkembangan biaya promosi 

dari bulan juli 2011 sampai juni 2016 cenderung fluktuatif 

pergerakannya,dapat dilihat dari grafik setiap pergantian semester  

mengalami perubahan angka yang cukup signifikan. 
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